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ABSTRAK 

Nur Fadillah, 2020. Efektivitas Akad Ijarah Dalam Sitem Gadai di Pegadaian 
Syariah Pinrang. (Dibimbing oleh H. Rahman Ambo Masse selaku pembimbing 
utama dan Hj. Sunuwati selaku pembimbing pendamping). 

Pegadaian syariah Pinrang adalah lembaga keuangan non bank yang beroprasi 
dalam hal gadai dengan berdasarkan ketentuan syariat islam, dengan adanya rahn 
(gadai syariah) diharapkan dapat membantu masyarakat  untuk mendapatakan 
pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan 
mengangkat permasalahan tentan bagaimana pelaksanaan akad ijarah dalam sistem 
gadai di Pegadaian Syariah Pinrang, bagaimana efektivitas pelaksanaan akad ijarah 
dalam sistem gadai di Pegadaian Syariah Pinrang dengan tujuan untuk mengetahui 
keberhasilan yang dicapai suatu organisasi berdasarkan tujuan atau sasaran yang telah 
ditentukan sebelumnya  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, data dalam 
penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun teknik 
analisis datanya yaitu menggunakan teknik trianggulasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:1)Pelaksanaan akad ijarah di Pegadaian 
Syariah Pinrang dimana prosedur pelaksanaan akadnya sebagai berikut, Rahin 
mendatangi murtahin sambil menyerahkan Marhun kemudian barang di taksir oleh 
pihak pegadaian Syariah sebesar 92 % dari harga taksiran barang. Akibatnya nasabah 
dikenakkan biaya administrasi setelah itu untuk menitipkan barang jaminannya akan 
timbul biaya sewa tempat atau biaya ijarah.Untuk jangka waktu yang diberikan 
kepada nasabah untuk pelunasan barang jaminannya adalah 4 bulan, dan apabila 
nasabah tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo maka marhun dari 
nasabah akan dilelang.2) Efektivitas pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di 
pegadain syariah Pinrang belum cukup efektif,dilihat dari ukuran efektivitas yang 
digunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, maka dapat disimpulkan 
bahwa penyampain informasi dan pelaksanaan akad yang ada di Pegadaian Syariah 
Pinrang kepada masyarakat sudah berjalan dengan optimal, dan dilihat dari 
banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah di Pegadaian Syariah tidak hanya 
masyarakat muslim saja tetapi banyak juga masyarakat non muslim.  

Kata Kunci: Efektivitas, Akad Ijarah, Gadai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang 

berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang 

akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan 

lembaga pegadaian.
1
 

Pengertian gadai sendiri menurut Kitab Undang-Undang hokum perdata pasal 

1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang 

bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas 

namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada siberpiutang itu untuk mengambil 

pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang 

lainnya, dengan kecuali biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang 

telah dikeluarkan untuk memelihara barang itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.
2
 

Gadai syariah (Rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau 

Rahin sebagai barang jaminan atau Marhun atas hutang atau pinjaman atau Marhun 

bih yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian 

pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk 

dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
3
 

                                                             

1
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya  (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2010),  

h. 262 . 

2
Subektidan R. Tjitrosudibio, kitab Undang-undang Hukum perdata (cet. 19;  Jakarta: 

Pradya paramita, 1985), h. 270. 

3 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari teori ke Praktik  (Jakarta: GIP, 2001), 

h. 128. 
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Pemilik barang gadai disebut rahin dan orang yang mengutangkan yaitu orang 

yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin, sedangkan  

barang yang di gadaikan disebut rahn.
4
 

Dalam menjalankan usaha gadai, pegadaian syariah berpedoman pada fatwa 

dari Dewan Syariah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas lembaga 

keuangan syariah bank dan non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI).
5
Fungsi utama lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi 

fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS). Fatwa DSN yang terkait langsung dengan jasa layanan pegadaian syariah 

adalah Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai (Rahn). Oleh karena itu 

pegadaian syariah hanya melayani satu jenis akad, yaitu Ijarah (jasa penyewaan 

tempat untuk penitipan barang).
6
 

Akad ijarah termasuk salah satu dari transaksi yang banyak dilakukan oleh 

manusia untuk memenuhi kebutuhan melalui praktik sewa-menyewa barang, 

pekerjaan dan usaha di sektor-sektor jasa. Istilah ini di definisikan sebagai “akad 

pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
7
 

Akad ijarah yang digunakan di pegadaian syariah yaitu pemindahan hak 

guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan 

                                                             
4
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (cet. 1; Jakarta: Pena Pundi Aksara,  2006), h. 187. 

5
 Abdul Ghafur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasi dan 

Institusionalisasi  (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 117. 

6
 Abdul Ghafur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasi dan 

Institusionalisasi,h. 118 

7
Ghufron Ajib, Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia (Semarang : CV Karya Abadi 

Jaya,  2015), h. 127-128. 
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pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini di mungkinkan 

bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah 

yang telah melakukan akad. Kontrak ijarah merupakan merupakan penggunaan 

manfaat atau jasa dengan ganti konpensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut 

muajjir, sementara penyewa (nasabah) serta sesuatu yang di ambil manfaatnya 

(tempat penitipan), dengan konpensasi atau balas jasa yang di sebut ijarah atau ujrah. 

Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau fee kepada murtahin, 

karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada murtahin untuk menjaga atau 

merawat marhun. 

Aktifitas yang utama dilakukan oleh Pegadaian Syariah cabang Pinrang 

adalah memberikan pinjaman modal kepada masyarakat dengan jaminan benda 

berdasarkan hokum gadai. Dalam pemberian pinjaman kepada nasabah, barang 

jaminan di sesuaikan dengan uang pinjaman. Biaya perawatan dan sewa tempat di 

pegadaian syariah cabang Pinrang dalam system gadai syariah biasanya disebut 

dengan biaya ijarah, biaya ini biasanya di hitung per 10 hari .Untuk biaya 

administrasi dan ijarah tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi 

berdasarkan harga barang yang di gadaikan. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu 

sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka 

semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah. 

Dalam praktek di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang penerapan biaya ijarah 

antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga taksiran 

sama, kondisi barang sama, nasabah pertama mendapat pinjaman sesuai harga 

taksiran, pihak pegadaian memberlakukan antara nasabah pertama dan nasabah kedua 

secara berbeda, untuk nasabah kedua diberi potongan ijarah sedangkan untuk nasabah 
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pertama tidak diberikan potongan biaya ijarah, padahal biaya ijarah di pegadaian 

syariah itu sendiri bukan terletak dari berapa besar pinjaman yang diperoleh nasabah, 

tetapi dilihat dari besarnya nilai barang jaminan. 

Dalam contoh diatas terlihat jelas bahwa biaya ijarah yang diterapkan di 

Pegadaian Syariah Pinrang terhadap nasabah tidak sama tergantung pada besarnya 

pinjaman yang diberikan Pegadaian, Padahal gadai syariah memungut biaya ijarah 

bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang di 

gadaikan.
8
 

Dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dan membahas tentang pelaksanaan akad ijarah di pegadaian syariah cabang Pinrang. 

Atas dasar alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “EFEKTIFITAS AKAD IJARAH DALAM SISTEM GADAI DI 

PEGADAIAN SYARIAH PINRANG” 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian Syariah 

Pinrang? 

1.2.2 Bagaimana efektivitas pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian 

Syariah Pinrang? 

1.3 Tujuan Masalah 

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di 

Pegadaian Syariah Pinrang 

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan akad ijarah dalam sistem 

gadai pada Pegadaian Syariah Pinrang. 

                                                             
8 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III2002 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan 

atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang 

diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang pegadaian syariah sebagai salah 

satu bagian dari ekonomi Islam. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Pegadaian Syariah 

Penelitian ini diharapkan dapat member tambahan informasi bagi 

perkembangan ekonomi islam, mengenai pemahaman terhadap penerapan 

akad ijarah pada pegadaian syariah, lalu dapat menjadi acuan dalam 

mengembangkan efektifitas akad ijarah dalam system gadai di Pegadaian 

Syariah pinrang. 

1.4.2.2 Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti berupa pemahaman yang 

lebih mendalam lagi mengenai pegadaian syariah khususnya efektifitas akad 

ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian syariah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa 

hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang sebelumnya mengangkat judul, 

objek dan subjek yang bersingguhan dengan penelitian yang dilakukan oleh peniliti 

sebagai berikut: 

2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlas dalam menyelesaikan skripsinya 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dengan judul skripsi “Implementasi 

Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru” Pada penelitian ini 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini terkait kesesuaian akad ijarah di 

pegadaian syariah cabang solobaru dengan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil 

penelitian ini ditemukan fenomena bahwasanya inplementasi akad ijarah pada 

pegadaian syariah cabang Solobaru masih belum sesuai dengan prinsip 

syariah, Hal itu dikarenakan praktek yang terjadi di lapangan masih terdapat 

beberapa hal yang dipandang menyalahi norma dan bisnis Islam, diantaranya 

adalah mestinya  akad Ijarah adalah sewa manfaat bukan sewa 

modal,mestinya untuk konsumtif bisa menempuh akad qordul hasan 

(pinjaman tanpa bunga).
9
 

2.1.2 Penelitian yang dilakukan oleh Hanisisva mahasiswi di Universitas Andalas 

Padang. Dengan judul skripsi “Pelaksanaan gadai syariah pada perum 

                                                             
9
Mukhlas “Implementasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru” (Skripsi 

Sarjana; Fakultas Hukum; Surakarta, 2010), h. 36. 
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pegadaian syariah (studi kasus: pegadaian syariah cabang gurun 

padang)”Berdasarkan penelitian Hanisisva menyatakan. Bahwa pelaksanaan 

gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang sesuai 

dengan landasan hukumnya yaitu Fatwa DSN Nomor 25/DSNMUI/III/2002 

tentang Rahn. Kesesuaian tersebut terlihat, dimana Perum Pegadaian Syariah 

Cabang Ujung Gurun Padang telah berusaha untuk melaksanakan pemberian 

gadai dengan cara sesederhana mungkin, agar tidak mempersulit rahin dalam 

memperoleh pinjaman gadai. Namun yang jadi permasalahan Banyaknya 

rahin (nasabah) yang terlambat atau melakukan penunggakan membayar 

anggsuran, Adanya marhun yang nilainya ketika dijual tidak dapat menutupi 

keseluruhan kewajiban rahin pada Perum Pegadaian Syariah,Marhunhilang 

atau musnah, dan Nasabah lalai dalam membayar angsuran. Maka pihak 

Pegadaian Syariah melakukan pendekatan persuasif. Setelah melakukan 

pendekatan persuasif pihak Pegadaian Syariah memberikan tenggang waktu 

kepada nasabah dalam melakukan pembayaran/kurun waktu yang telah 

ditentukan pihak Pegadaian Syariah. Apabila nasabah masih juga tidak 

menanggapi maka akan dilakukan penarikan atas barang jaminan. Apabila 

hasil penjualan dari benda jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi 

semua apa yang wajib dibayar oleh nasabah kepada Pegadaian Syariah. Maka 

nasabah tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayarkan 

kepada Pegadaian Syariah. Selama pembiayaan berjalan, maka barang-

barang yang dijadikan jaminan wajib diasuransikan oleh Pegadaian Syariah 
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pada Perusahaan asuransi (berdasarkan prinsip syariah), guna mengantisipasi 

jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilang / rusak /tak dapat dipakai.
10

 

Dari beberapa tinjauan penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas 

menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu 

terkait dengan objek yang diteliti yaitu akad ijarah di Pegadaian Syariah Pinrang dan 

persamaan dari jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan 

penelitian kualitatif. 

2.2  Tinjauan Teoritis 

2.2.1  Teori Efektivitas 

2.2.1.1 Pengertian Efektifitas 

Efektivitas berasal dari kata efektif. Dalam bahasa inggris adalah effective 

yang berarti berhasil, atau tepat. 
11

 Sedangkan definisi secara umum efektivitas 

merupakan sesuatu yang menunujukkan sampai seberapa jauh tingkat pencapaian 

suatu tujuan atau suatu target dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, baik itu 

dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu.
12

 

Efektivitas Menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan 

tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau 

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.
13

 

                                                             
10

Hanisisva, “Pelaksanaan gadai syariah pada perum pegadaian syariah (studi kasus 

pegadaian syariah cabang gurun padang)” (skripsi sarjana; Fakultas Hukum; Padang, 2011), h. 32. 

11
Kamus besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), h. 206. 

12
 E. Mulyasa, Manajemen berbasis sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 82.  

13
Agung kurniawan, Transformasi pelayanan public (Yogyakarta: Pembaruan, 2005), 

h.109. 



9 

 

 
 

Efektivitas Menurut Martani dan Lubis adalah unsur pokok aktivitas untuk 

mencapai tujun atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu 

organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan 

sebelumnya.
14

 

Efektifitas Menurut Ravianto adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, 

sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, 

apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam 

waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.
15

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal 

dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, 

pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-

tindakan untuk mencapai hal tersebut. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan 

efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan 

yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut 

merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut 

wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. 

2.2.1.2 Ukuran Efektivitas  

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena 

efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang 

menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka 

                                                             
14

 Martani dan lubis, Teori Organisasi (Bandung : Ghalia Indonesia, 1987), h.55. 

15
Masruri,“Analisis Efektifitas Program Nasional Pembrdayaan Masyarakat Mandiri 

Perkotaan (PNPM-PM) (Studi  Kasus Pada Kecematan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010)” 

Governance and Public Policy, vol. 1 no.1 (2014), h. 53-76. 

http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2995 (Diakses 11 Maret 2019). 
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seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas 

dan kuantitas (output) barang dan jasa.  

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang 

dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu 

organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai 

tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal 

terpenting adalah efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang 

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses 

program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16

 

Efektivitas secara umum menunjukkan pada taraf tercapainya suatu hasil, 

sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada 

perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, 

sedangkan efisien ini lebih melihat pada bagaimana cara mencapai dengan 

membandingkan antara input dan outputnya. 

  Menurut Duncan yang dikutip Richards M. Strees dalam bukunya 

“Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut:
17

 

1. Pencapaian Tujuan 

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus 

dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan 

akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan 

pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti 

                                                             
16

 Ulum. Ihyaul MD, Akuntansi Sektor Publi (Malang : UMM Press,2004),h. 294.   

17
Strees. M. Richard, Efektivitas Organisasi(Jakarta :Erlangga,1985), h. 53. 
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periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun 

waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. 

2. Integrasi 

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi 

untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai macam 

organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 

3. Adaptasi 

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur pengisian tenaga kerja.   

2.2.2. Akad Ijarah 

2.2.2.1 pengertian Akad Ijarah 

Dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan janji atau 

perjanjian, yaitu kata wa’ad(al-wa’du)
18

, akad (al-‘aqdu)
19

 dan ‘ahd (‘al-ahdu)
20

. 

Dalam bahasa Indonesia, juga terdapat kata janji, perjanjian, perikatan, persetujuan, 

dan lainnya. Secara umum kata-kata tersebut sering dianggap sama atau mempunyai 

pengertian yang serupa. Akan tetapi, dalam kajian hukum, istilah tersebut memiliki 

arti dan implikasi yang berbeda. Lafal akad berasal dari lafal Arab al-aqd yang berarti 

perikatan, perjanjian, dan permufakatan al-ittifaq.
21

 Dengan demikian, pengertian 

akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya 

adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah 

                                                             
18

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 

2008), h. 1552. 

19
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat, h. 24. 

20
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat, h. 24. 

21
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), h. 97. 
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satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas 

tali yang satu.
22

 

Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab 

dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) 

hukum pada objek perikatan.
23

 

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas adalah segala sesuatu yang 

dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, 

pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang 

seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.
24

 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan akad adalah perjanjian  antara 

ijab dan kabul yang dilakukan satu orang atau lebih dalam melaksanakan suatu 

perbuatan yang  menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. 

Kata ijarah menurut bahasa artinya upah, sewa,  jasa atau imbalan.
25

 Ijarah 

dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami dalam bentuk “akad”, yaitu 

akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dan imbalan (al-aqdu ‘alal manafi’ 

bil’iwadh) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (tamlik al-manfaah 

bil’iwadh). Singkatnya secara bahasa, ijarah didefenisikan sebagai hak untuk 

memperoleh manfaat. Manfaat tersebut biasa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan 

                                                             
22

Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 

h. 75.  

23
Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 

Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 6. 

24
Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 43. 

25
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat (Jakarta: PT. Gramedia Perdana Utama) 

h. 518. 
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bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan 

barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.
26

 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio,Al-ijarah adalah akad pemindahan 

hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa,tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
27

 

Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahawa ijarah 

adalah menyerahkan barang berharga kepada orang lain untuk diambil manfaatnya 

dan dimana penerima manfaat membayar upah sewa atas barang tersebut. 

2.2.2.2 Dasar Hukum Ijarah 

1. Al-Quran 

Ijarah yang sah dibolehkan dalam Al-Quran, As-sunnah dan Ijma‟. Dalil-

dalil kebolehannya adalah sebagai berikut : 

تُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ وَلََ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِ قُوا عَلَيْهِنَّ  وَإِنْ كُنَّ أُولََتِ حََْلٍ  ۚ  أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَن ْ
نَكُمْ وَأْتََِرُوا بَ ي ْ  ۚ  فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ  ۚ  فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتََّّٰ يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ 

 وَإِنْ تَ عَاسَرْتُُْ فَسَتُ رْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ  ۚ  بِعَْرُوفٍ 

Terjemahnya: 

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 
ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 
mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu 
untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah 
di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 
kesulitan. Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

28
 

(Q.s Al-Thalaq :6) 
                                                             

26
Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 

Keuangan Syariah (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 151. 

27
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktik (Jakata: Gema Insani 

Pers, 2001), h. 117. 

28
Al-Qur’an dan Terjemahan, 2010, h. 946. 
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2. Hadits 

رُ اَخْرَ  فً عنْ ع بْدِ اللهِ ابْنُ عُمَرْقَالَ, قَالَ رَ سُوْلُ اِلله صَلَى الُُل عَلَيْهِ وَسَلَمَ اعُْطُ ا اْلََ جِي ْ هُ قَ بْلَ اَنْ يََِّّ
 عَرَقهٌُ )رو اه ابن ما جة(

Terjemahnya:  

Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah  bersabdah Rasulullah “ berikanlah 
upah pekerja sebelum keringtnya kering”. ( HR. Ibnu Majah) 

2.2.2.3 Rukun dan Syarat Perjanjian Ijarah 

Semua hal yang berkaitan dengan muamalat harus memiliki rukun dan 

syarat-syarat tertentu. Rukun-rukun ijarah yang harus di penuhi ada empat macam, 

yaitu
29

:  

1. Pelaku akad, yaitu musta’jir (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset dan 

mu’jir/muajir(pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset. 

2. Objek akad yaitu ma’jur (aset yang disewakan). 

3. Ujrah (harga sewa). 

4. Sighat yaitu ijab dan qabul 

5. Manfaat,selalu memperhatikan manfaat yang akan di dapat ketika akan 

melakukan akad ijarah ataupun akad perjanjian lainnya. 

Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum 

Islam, adalah sebagai berikut: 

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus tertentu 

dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. 

2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab 

pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada 

penyewa. 

                                                             
29

Abdul Mu’tha, Nihayatuzzain (Semarang: Toha Putra), h. 257-258. 
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3. Akad Ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan 

manfaat kepada penyewa. 

4. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak,akad ijarah masih tetap berlaku. 

5. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan 

sebelumnyapada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan 

ditentukan pada saat kontrak berakhir. 

Menurut Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi dalam bukunya yang 

berjudul “Hukum Ekonomi Islam” menyebutkan bahwa untuk sahnya sewa 

menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian 

sewa-menyewa tersebut. Unsur yang terpenting untuk diperhatikan, yaitu kedua belah 

pihak cakap bertindak dalam hukum, yang mempunyai kemampuan dapat 

membedakan antara baik dan buruk (berakal).
30

 

Imam Asy-Syafi’Idan Hambali menambahkan yang dilakukan oleh orang 

yang belum dewasa menurut mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana 

yang baik dan mana yang buruk (berakal).  

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-

syarat berikut ini :  

1. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudnya, 

kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa-

menyewa itu tidak sah. 

                                                             
30

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam( Jakarta: Sinar Grafika, 

2012), h. 157.  
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2. Harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang 

dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-

menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan. 

3. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukanya. maksudnya,  

kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh  

penyewa sesuai dengan peruntukkanya (kegunaan) barang tersebut. Seandainya 

barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka 

perjanjian sewa-menyewa itu dapat di batalkan. 

4. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan. Maksudnya, barang yang diperjanjikan 

dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan 

kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-

menyewa, sebab jika yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi 

penyewa. 

5. Kemanfaatan objek yang diperjanjikanadalah yang dibolehkan dalam agama. 

Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatanya tidak dibolehkan oleh 

hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa-

menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman 

keras, tempat perjudian,serta memberikan uang kepada tukang ramal.
31

 

2.2.2.4 Ketentuan Objek Ijarah 

1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. 

2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. 

3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. 

                                                             
31

 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, h. 158. 
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4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. 

5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan 

jahalah (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. 

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. 

Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.  

7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan akan dibayar nasabah kepada lembaga 

keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat di jadikan 

harga dalam rahn dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah. 

8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama 

dengan obyek kontrak. 

9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat di wujudkan dalam ukuran 

waktu, tempat dan jarak. 

Menurut Shaleh Al-Fauzan dalam buku yang berjudul “Fiqih Sehari-hari” 

menyebutkan bahwa syarat sah ijarahadalah sebagai berikut
32

: 

1. Ijarah berlangsung atas manfaat. 

2. Manfaat tersebut dibolehkan 

3. Manfaat tersebut diketahui. 

4. Jika ijarah yang atas benda tidak tertentu maka harus diketahui secara pasti ciri-

cirinya.  

5. Diketahui masa penyewaan. 

6. Diketahuinya ganti atau bayarannya. 

7. Upah sewa berdasarkan jerih payah yang memberikan jasa. 

 

                                                             
32

Saleh Al Fauzan, Fiqih Sehari-Hari (Jakarta : Gema Insani, 2006), h. 483.  
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2.2.3 Gadai (Rahn) 

2.2.3.1 Pengertian Gadai (Rahn) 

Perjanjian gadai dalam Islam disebut Rahn,yang merupakan masdar dari 

kata  رهن –يرهن  –رهن  yang artinya menggadai atau menanggukan.
33

 

Menurut Syafe’I Antonio Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si 

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut 

memiliki nilai ekonomis.
34

 

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa Rahn adalah menjamin hutang 

dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut, atau nilainya bisa 

menjamin utang tersebut.  

2.2.3.2 Landasan Hukum Gadai (Rahn) 

Seluruh aktifitas muamalat dalam Islam harus mempunyai landasan hukum 

yang berasal dari Al-quran maupun As-sunnah, serta Ijma dan Qiyas.  

1. Al-quran 

Dalil yang memperbolehkan gadai, seperti yang tercantum dalam Surah Al-

baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut :  

تُمْ عَ  فإَِنْ أَمِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدِ  الَّذِي اؤْتَُِنَ  ۚ  لَىٰ سَفَرٍ وَلََْ تََِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ وَإِنْ كُن ْ
ُ بَِِ  ۚ  وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آثٌِِ قَ لْبهُُ  ۚ  وَلََ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  ۚ  أَمَانَ تَهُ وَلْي َتَّقِ الُلََّ ربََّهُ   ا تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ وَالُلَّ

Terjemahnya: 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang 

                                                             
33

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia(Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/Tafsiran Al-Quran, 1972), h. 148. 

34
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani 

Pers, 2001), h. 128.  
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dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, 
Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.

35
 

 
 

2. Hadits  

وعن عائِشة أ ن النبى ص ل اللهءليه وس لم واله وسلم اشترى طعا مامن يهو دي الى أجل ورهنه 
 ه مر هو نة عند يهد دي بثلا ثين صاعا من شعير  درعامن حديد وفى لفظ ةو فى و درع

 
  Terjemahnya: 

Dan dari Aisah ra, bahwa sesunggunya Nabi SAW perna membeli makanan 
dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang nabi SAW menggadaikan 
sebuah baju besi kepada Yahudi itu dan dalam satu lafal (dikatakan): Nabi 
SAW wafat sedang baju besinya masi tergadai pada seorang yahudi dengan 
tiga puluh sha’ gandum”. (HR. Bukhary dan muslim). 

Sistem gadai sudah di terapakan oleh rasulullah semenjak zaman dahulu. 

Dalam hadist diatas sistem gadai tidak memandang agama, karna rasulullah dalam 

hadist tersebut menggadaikan baju besi yang bernilai kepada seorang yahudi supaya 

yang menerima gadai tidak merasa di rugikan. 

2.2.3.3 Rukun Rhan  

Dalam perjanjian akad gadai, harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun 

gadai tersebut adalah : 

1. Ar- Rahiin (yang menggadaikan), syarat Rahiin: orang yang telah dewasa, 

berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. 

2. Al- Murtahiin ( yang menerima gadai ), orang yang dipercaya rahiin untuk 

mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai. 

                                                             
35

Al-Qur’an dan Terjemah,  2010, h. 71.  
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3. Al- Marhun( barang yang digadaikan ), barang yang digunakan rahiin untuk 

dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.  

4. Al-Marhun Bih ( utang ), sejumlah dana yang diberikan murtahin dalam 

melakukan transaksi gadai. 

 

5. Sighat ( ijab dab qabul ), kesepakatan antara Rahiin dan Murtahin dalam 

melakukan transaksi gadai.
36

 

2.2.3.4 Syarat Sah Rhan 

Sebelum dilakukan Rahn, terlebih dahulu dilakukan akad. Akad menurut 

Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 

dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.
37

 

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya ”fiqh sunnah” bahwa rahn itu baru 

dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu: 

1. Berakal 

2. Baligh 

3. Adanya barang yang digadaikan ketika akad berlangsung 

4. Barang diterima oleh penggadai atau wakilnya. 

2.2.3.5 Hak Penerima Gadai (Murtahin) dan Kewajiban Pihak yang Berakad 

1. Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi 

kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (marhun) 

                                                             
36

Abi Abdul Mu’tha, Nihayazzain (Semarang: Toha Putra), h. 257-258. 
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dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya 

dikembalikan kepada rahin. 

2. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah  dikeluarkan 

untuk menjaga keselamatan marhun. 

3. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang   gadai 

yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/rahin). 

 

2.2.3.6 Kewajiban Penerima Gadai (Murtahin)  

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, 

apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. 

2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan 

sendiri. 

3. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan 

pelelangan barang gadai. 

2.2.3.7 Hak Pemberi Gadai ( Rahin) 

1. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi 

pinjaman. 

2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya 

barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai. 

3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah 

dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya. 

4. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai 

diketahui menyalahgunakan barang gadai. 

2.2.3.8 Kewajiban Pemberi Gadai (Rahin) 
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1. Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang 

waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima 

gadai. 

2. Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi 

pinjamannya.
38

 

2.2.4 Fatwa DSN tentang penetapan Ijarah barang gadai 

 Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Indonesia 

menetapkan fatwa DSN-MUI NO.24/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Menyatakan 

bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk 

rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut; murtahin (penerimah barang) 

mempunyai hak untuk marhun (barang) sampai semua utang rahin (ysng 

menyerahkan barang) dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, 

pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, 

dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannhya itu sekedar mengganti 

biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada 

dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan oleh murtahin, sedangkan 

biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Besarnya biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak  boleh ditentukan berdasarkan oleh 

pinjaman. Penjualan marhun dilakukan apabila setelah jatuh tempo dan nasabah 

belum bisa melunasi.
39
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 Dalam hal biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang menggunakan akad 

ijarah (sewa). Artinya, penggadai (rahin) menyewa tempat di Pegadaian untuk 

menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian pegadaian menetapkan biaya 

sewa tempat. 

 Dalam pengertian lainnya, penggadai (rahin) menggunakan jasa pegadaian 

untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai 

berakhir. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut 

diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad 

ijarah. 

 Dalam fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn disebutkan 

bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan  marhun tidak boleh ditentukan 

berdasarkan jumlah pinjaman. Besarnya ijarah  di Pegadaian Syariah dalam 

menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan nilai taksiran barang, 

pada pegadaian syariah memberikan diskon tarif ijarah yang diterapkan pada tarif 

ijarah merupakan kebijakan perusahaan. 

2.2.4.1 Fatwa DSN tentang Ijarah dan Rahn 

1. Ijarah 

Dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Bahwa pinjaman 

denganmenggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan 

dengan ketentuan yang ditetapkan. Beberapa ketentuan dari objek Ijarah, Kewajiban 

LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah, Kewajiban nasabah sebagai penerima 

manfaat barang atau jasa, dan diantaranya adalah :
40
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a. Ketentuan Objek Ijarah 

o Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan 

atau jasa. 

o Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam 

kontrak. 

o Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan) 

o Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan 

jahalah (ketidak tahuan) yang akanmengakibatkan sengketa 

o Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka 

waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik 

o Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada 

LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam 

jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. 

o Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis 

yang sama dengan obyek kontrak. 

o Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan 

dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 

1. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah 

a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: 

o Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan 

o Menanggung biaya pemeliharaan barang. 

o Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. 

b.Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa: 
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o Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untukmenjaga keutuhan 

barang serta menggunakannya sesuaikontrak. 

o  Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak 

materiil). 

o  Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggarandari penggunaan 

yang dibolehkan, juga bukan karenakelalaian pihak penerima manfaat dalam 

menjaganya, dantidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. 

2. Rahn 

a. Ketentuan tentang Rahn : 

o  Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat FatwaDSN nomor: 

25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn). 

o  Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung olehpenggadai 

(rahin). 

o  Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan padapengeluaran 

yang nyata-nyata diperlukan. 

o  Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akadIjarah. 

o  Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jikadi 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.
41

 

2.3 Tinjauan Konseptual  

Tinjauan konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu 

terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Tinjauan konseptual 

ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang 
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suatu topik yang akan dibahas. Tinjauan ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang 

sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan teoritis. 

2.3.1 Pengertian Efektivitas  

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana 

dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula 

kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika 

memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat 

membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat  

 

dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka 

semakin efektif pula media pembelajaran tersebut. 

2.3.2 Pengertian Akad Ijarah 

Akad adalah kesepakatan atau perjanjian  antara kedua belah pihak 

berkenaan dengan suatu hal atau kontrak  ditandai dengan sebuah ijab dan qobul yang 

melahirkan akibat hukum baru.  

Ijarah adalah Ijarah ialah, pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa 

sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya imbalan atau upah, serta 

tanpa adanya kepemindahan kepemilikan. 

2.3.3 Pengertian Gadai (Rahn) 

Gadai adalah menjadikah suatu benda itu berharga sebagai jaminan sebagai 

tanggungan utang berdasarkan perjanjian (akad) antara orang yang memiliki hutang 

dengan pihak yang memberi hutang. 
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2.3.4 Pengertian Pegadaian Syariah 

Pegadaian syariah adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank 

yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang 

membutuhkan dana dalam waktu segera. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud judul ini 

adalah penulis ingin melihat tingkat keberhasilan yang dicapai dalam suatu kontrak 

dalam gadai yang ditentukan adanya imbalan dalam pegadaian syariah yang diukur 

dari jumlah hasil dikeluarkan, tingkat kepuasan, produk kreatif, dan intensitas 

dicapai. 
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2.4 Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana penelitian ini 

dilakukan dalam lokasi Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilakukan dengan 

mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti, yaitu 

dengan menganalisa efektivitas akad ijarah pada system gadai di Pegadaian syariah 

Pinrang. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif artinya data yang dikumpulkan 

bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari lapangan yang 

dikumpulkan menggunakan naskah wawancara dan catatan hasil penelitian 

dilapangan, sehingga tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan 

realita empiric dibalik fenomena secara mendalam,rinci dan tuntas.Penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematik, factual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.
42

 

Penelitian kualitatif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang  

menggambarkan mechanism dalam membahas dan meneliti bagaimanakah efektivitas 

akad ijarah pada system gadai di Pegadaian Syariah Pinrang. Penelitian ini di 

maksudkan untuk mengklarifikasi dan mengeksplorasi mengenai suatufenomena 

yang terjadi atau kenyataan dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang 

berkaitan dengan masalah dan unit yang akan diteliti. Dimana yang dimaksud adalah 

menjelaskan tentang efektivitas akad ijarah pada system gadai di pegadaian syariah 

Pinrang. 
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3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini beralokasi di Jaya, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, 

Sulawesi Selatan 91213. Sedangkan waktu penelitian yang digunakan ± 2 (dua 

bulan). 

3.3 Fokus Penelitian 

Penelitian ini di fokuskan pada Pegadaian Syariah Pinrang bagaimana akad 

ijarah pada system gadai yang mereka gunakan. Guna mendalami focus tersebut 

penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena 

fenomena yang diamati perlu pengamatan terbuka, lebih mudah berhadapan dengan 

realitas, kedekatan emosional antara peneliti dan informan sehingga didapatkan data 

yang mendalam. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi ke 

khasan pengalaman seseorang ketika mengalami suatu fenomena sehingga fenomena 

tersebut dapat di buka dan di pilih sehingga dicapai suatu pemahaman yang ada. 

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenemonologi di 

pilih karena di dalamnya peneliti mengidentifikasi tentang suatu fenomena tertentu, 

serta mengharuskan peneliti mengkaji subjek dengan terlibat langsung untuk 

mengembangkan pola dan relasi yang bermakna. 

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan 

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder.
43
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3.4.1 Data Primer 

Merupakan data yang di peroleh langsung dari informan atau objek yang 

diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data primer dapat diperoleh 

melalui wawancara.
44

 data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau 

lokasi penelitian yaitu pegadaian syariah Pinrang melalui interview dengan 

karyawan-karyawan yang ada di pegadaian syariah Pinrang. Dilakukan untuk 

mempermudah dalam mendefinisikan suatu data yang kemudian di olah dalam 

melakukan analisis data. Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang 

efektivitas akad ijarah pada system gadai di Pegadaian Syariah Pinrang.  

3.4.2 Data sekunder 

Merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh 

orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri.
45

 data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh melalui berbagai data dari catatan-catatan, dokumen, laporan, 

artikel-artikel dari internet serta berbagai referensi mengenai efektivitas akad ijarah 

pada system gadai di pegadaian syariah Pinrang. 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang efektivitas akad ijarah 

pada system gadai di Pegadaian Syariah Pinrang dari buku, artikel, jurnal, internet 

dan skripsi terdahulu. 

3.5 Teknik pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan 

teknik sebagai berikut: 
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3.5.1 Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah alat atau pengumpulan data yang digunakan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di 

selidiki.
46

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung di 

Pegadaian Syariah Pinrang tentang efektivitas akad ijarah pada system gadai di 

Pegadaian Syariah Pinrang. 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara (interview) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data 

yang  banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif.
47

Dalam 

penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara 

struktur maupun bebas dengan karyawan-karyawan tentang efektivitas akad ijarah 

pada system gadai di Pegadaian Syariah Pinrang. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang yang tidak langsung 

ditunjukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.
48

Studi dokumentasi 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi 

yaitu teknik pengumpulan data yang di dukung dari data sekunder yang berkaitan 

dengan efektivitas akad ijarah pada system gadai di Pegadaian Syariah Pinrang. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.
49

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan analisis data kualitatif 

adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, 

selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.
50

 Dalam 

menganalisis data yang penulis kumpulkan maka digunakan metode analisis data 

yang tertitik tolak dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara 

umum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data yang bersifat 

kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrument penelitian. 

Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat di tafsirkan.
51

Analisis data ini 

sendiri dilakukan dalam tiga cara yaitu: 

3.6.1 Interpretasi data 

Interpretasi data dalam penelitian kualitatif adalah suatu deskripsi dan 

ungkapan yang mencoba untuk menggali pengetahuan tentang sebuah data atau 

peristiwa melalui pemikiran yang lebih mendalam. 
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3.6.2 Trianggulasi Data 

Trianggulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui 

wawancara dan observasi, peneliti bias menggunakan observasi terlibat, dokumen 

tertulis, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu 

masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang 

selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena 

yang diteliti. 

3.6.3 Presentasi Data 

Presentsi data adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dari observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan sehingga tersusun yang member 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang di 

sajikanan atara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan dan bagan. Data yang 

telah diteliti selanjutnya di paparkan.  Pemaparan dilakukan sesuai hasil analisa 

(pengamatan) yang telah dilakukan. Dengan teknik ini, diharapkan peneliti dapat 

memperoleh gambaran tentang akad ijarah pada system gadai  yang digunakan pada 

Pegadaian Syariah Pinrang apakah sudah efektif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil dan Pembahasan 

4.1.1 Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sistem Gadai di Pegadaian Syariah 

Pinrang 

4.1.1.1 Akad Rahn (gadai) di Pegadaian Syariah Pinrang 

Rahn (gadai) adalah pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi 

kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah, dengan 

anggunan berupa emas,perhiasan, barang elektronik dan kendaraan bermotor. 

Berjalannya perjanjian rahn sangat ditentukan oleh banyak hal,antara lain 

adalah subjek dan objek perjanjian rahn, subjek perjanjian rahn adalah Rahin ( orang 

yang menggadaikan) dan Murtahin(yang menahan barang gadai), sedangkan 

objeknya adalah Marhun (barang gadai) dan Marhun bih (utang) yang diterimah 

Rahin. Mekanisme akad rahn dalam islam dilaksanakan dalam satu majelis oleh 

kedua belah pihak antara Rahin dan Murtahin, disamping itu keduanya mempunyai 

hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad rahn tersebut. Hal ini bisa 

dilaksanakan bila semua aspek terpenuhi. Dan antara Rahin (nasabah) dan Murtahin 

(pegadaian) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban tersebut harus diketahui 

oleh kedua belah pihak demi tercapainya akad rahn tersebut. Berikut unsur yang 

harus ada dalam akad rahn adalah: 

a. Pegadaian 

Sebagai salah satu unsur pembentuk akad rahn, pegadaian syariah yang 

berperan sebagai murtahin selain harus memenuhi syarat-syarat unruk melakukan 

akad, juga mempunyai hak dan kewajiaban sebagai sebuah lembaga gadai. 
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1) Hak Pegadaian 

a. Mendapat kembali uang pinjaman (marhun bih) dari Rahin (nasabah) dan tarif 

jasa simpan. 

b. Menetapkan marhun bih (utang) yang dapat diterimah Rahin (nasabah). 

c. Menjual marhun (barang) yamg tidak ditebus Rahin (nasabah) 

d. Berhak menuntut Rahin (nasabah) untuk membayar sisa utang apabila ternyata 

hasil penjualan marhun (barang) tidak mencukupi untuk melunasi utangnya. 

e. Menerima marhun (barang) dari Rahin (nasabah) 

2) Kewajiban Pegadaian 

a. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan. 

b. Memberikan marhun bih/uang pinjaman sesuai yang telah disepakati. 

c. Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dijadikan marhun 

(barang) dengan baikdan benar. 

d. Menyimpan dan memelihara marhun (barang) dengan baik. 

e. Penjualan atau pelelangan barang gadai harus dilakukan sendiri oleh Pegadaian. 

f. Sebelum barang gadai dilelang atau dijual Pegadaian harus terlebih dahulu 

memberitahu Rahin (nasabah). 

g. Memberikan uang kelebihan hasil penjualan barang gadai kepada Rahin 

(nasabah). 

b. Nasabah (Rahin) 

Secara umum syarat-syarat Rahin sama dengan syarat-syarat sahnya dalam 

melakukan akad-akad yang lain yaitu; berakal,dewasa, bisa dipercaya dan memiliki 

barang yang akan digadaikan. 
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1) Hak nasabah/rahin 

a. Memperoleh uang pinjaman/ marhun bih sebesar yang telah ditetapkan oleh 

pihak Pegadaian. 

b. Berhak atas tanda bukti bahwa telah dibuat perjanjian gadai antara nasabah 

dengan pihak Pegadaian. 

c. Berhak atas kembalinya marhun secara utuh  

d. Memperoleh pemberitahuan apabila jatuh tempo atau akan dilaksanakan 

penjualan atas barang jaminan. 

2) Kewajiban nasabah 

a. Menyerahkan barang jaminan kepada pegadaian sebagai jaminan pembayaran 

utang serta bukti kepemilikan  marhun. 

b. Mengisi formulir pemohon pinjaman dan menandatanganinya serta 

menyerahkan fotocopy identitas. 

c. Membayar biaya administrasi dan tarif ijarah terhitung sejak tanggal 

penerimaan uang pinjaman. 

d. Wajib mengembalikkan pinjaman tepat waktu. 

e. Membayar sisa uang pinjaman jika hasil penjualan marhun atau barang gadai 

tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya. 

f. Tunduk dan patuh pada peraturan dan kebijakan Pegadaian. 

Hak dan kewajiban para pihak diatas tertuang dalam sebuah akta perjanjian 

akad rahn. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. 
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Tabel 1: Format Akad Rahn 

Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada surat Bukti 
Rahn, oleh dan antara: Kantor Pegadaian Syariah sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti 
Rahnini diwakili oleh kuasa Pengutus Marhun bih (KPM) nya dan oleh karenanya bertindak 
utuh dan atas nama kepentingan kantor Pegadaian Syariah. Untuk selanjutnya disebut sebagai  
“MURTAHIN PENERIMA GADAI.” RAHIN pemberi gadai adalah orang yang nama dan 
alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini. Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa 
RAHIN membutuhkan pinjaman dana dari MURTAHIN dan sebagai jaminan atas pinjaman dan 
tersebut RAHIN menggadaikan barangmiliknya yang sah (MARHUN) secara sukarela kepada 
MURTAHIN. Maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
RAHIN dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari MURTAHIN sebesar nilai 
pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn. 
MURTAHIN berkewajiban mengembalikannya pada saat melunasi pinjaman dan kewajiban-
kewajiban lainnya. Atas transaksi rahn tersebut diatas, RAHIN dikenakan biaya administrasi 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo dan 
RAHIN tidak melunasi kewajibannya serta tidak memperpanjang akad maka RAHIN dengan ini 
menyetujui dan atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk 
melakukan penjualan MARHUN yang berada dalam kekuasaan MURTAHIN guna pelunasan 
pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hal hasil penjualan MARHUN tidak 
mencukupi kewajiban-kewajiban RAHIN maka RAHIN wajib membayar sisa kewajibannya 
terhadap MURTAHIN sejumlah kekurangannya. Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan 
MARHUN maka RAHIN berhak menerima kelebihan tersebut, dan jikadalam waktu satu tahun 
sejak dilaksanakan penjualan MARHUN, RAHIN tidak mengambil  kelebihan tersebut maka 
dengan ini RAHIN menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Zakat infaq, 
shadaqah yang pelaksanaanya dilaksanakan kepada MURTAHIN. Apabila MARHUN tidak 
laku dijual maka RAHIN menyetujui penjualan MARHUN tersebut oleh MURTAHIN 
sebagaimana taksiran MARHUN. Atas kewanangan MURTAHIN, para pihak 
mengenyampingkan pasal1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata,segala sengketa yang timbul yang 
ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai maka akan 
diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS). Putusan BASYARNAS 
adalah bersifat dan mengikat. 
Demikian akad ini berlaku danmengikat kedua belah pihak sejak ditanda tangani. 
       MURTAHIN (KPM)                                                                     RAHIN (Nasabah) 
          ..........................                                                                           ......................... 

SAKSI (Kasir) 
................. 

Sumber:Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang
52

 

4.1.1.2 Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Pinrang 

                                                             
52Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang 
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Dalam Pegadaian Syariah Mustajir bertidak sebagai Rahin (nasabah), Mua’jir 

bertindak sebagai Murtahin (pegadaian), antara mustajir dan mua’jir harus ada 

perjanjian terlebih dahulu agar akad ini tercapai. Sebelum nasabah menandatangani 

perjanjian ijarah di Pegadaian Syariah Pinrang nasabah harus menandatangani Surat 

Bukti Rahn dan perjanjian rahn terlebih dahulu. Dalam gadai syariah, barang titipan 

dapat berupa barang yang menghasilkan (dimanfaatkan) maupun barang yang tidak 

menghasilkan  (tidak dapat dimanfaatkan). Kontrak ijarah merupakan penggunaan 

manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut 

muajjir, sementara penyewa (nasabah) disebut mustajir, serta sesuatu yang diambil 

manfaatnnya (tempat penitipan) disebut majur dengan kompensasi atau balas jasa 

yang disebut ujrah. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau fee 

kepada murtahin, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada murtahin untuk 

menjaga atau merawat marhun. Oleh karena itu, melalui penggunaan akad ijarah ini, 

berarti nasabah hanya akan memberikan fee kepada murthain, apabila masa akad 

ijarah telah berakhir dan  murtahin mengembalikkan marhun  kepada rahin, 

karenanya pegadaian syariah ini media yang tepat untuk dimanfaatkan dan 

difungsikan karena dengan gadai syraiah ini pegadaian syariah sebagai media 

pengaman barang nasabah.  

Dalam akad ijarah  di Pegadaian Syariah Pinrang harus terlebih dahulu 

menyetujui dan menandatangani akad ijarah sebagai berikut: 

1. para pihak sepakat dengan sewa tempat/jasa simpan atas ma’jur sesuai dengan 

ketentuan penggunaan ma’jur selama satu hari, tetap dikenakkan biaya simpan 

selama sepuluh hari. 
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2. Jumlah keseluruhan biaya sewa tempat/jasa simpan wajib dibayar sekaligus oleh 

musta’jir diakhir jangka waktu akad rahn atau bersamaan dengan dilunasinya 

pinjaman. 

3. Apabila dalam penyimpanan marhun  terjadi hal-hal diluar kemampuan musta’jir 

sehingga menyebabkan marhun hilang/rusak maka akan diganti sesuai dengan 

peraturan yang ada di Pegadaian Syariah. 

 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kontrak perjanjian ijarah sebagai 

berikut: 

Tabel 2: Format perjanjian akad ijarah 

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum 
pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara: 

1. kantor  Pegadaian Syraiah sebagaimana dalam Surat Bukti Rahn ini yang 
dalam hal ini diwakili oleh Penguasa Pemutus Marhun bih (KPM) nya dan 
oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepetingan Pegadaian 
Syariah. Untuk selanjutnya disebut “MUA’JIR” 

2. MUA’JIR adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat 
Bukti Rahn (SBR). 

Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Bahwa MUSTA’JIR sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan 

MUA’JIR sebagaimana tercantum dalam akad rahn dan juga tercantum 
dalam Surat Bukti Rhan ini, dimana MUSTA’JIR  bertindak sebagai 
RAHIN dan MUA’JIR bertindak sebagai MURTAHIN, dan oleh karenanya 
akad rahn tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad 
ini. 

2. Bahwa atas MARHUN berdasarkan akad diatas, MUSTA’JIR setuju 
dikenakkan ijarah. 

Untuk maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Para pihak sepakat dengan tarif ijarah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kelender dengan ketentuan 
penggunaan MA’JUR selama satu hari tetap dikenakkan ijarah sebesar 
ijarah per sepuluh hari. 

2. Jumlah keseluruhan ijarah tersebut wajib dibayar sekaligus oleh 
MUSTA’JIR diakhir jangka waktu akad rahn atau bersamaan dengan 
dilunasinya pinjaman. 

3. Apabila dalam penyimpanan  MARHUN terjadi hal-hal diluar kemampuan 
MUSTA’JIR sehingga menyebabkan MARHUN hilang/rusak  tidak dapat 
dipakai maka akan digantikan gati rugi sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku di perum Pegadaian. Atas pergantian ganti rugi ini MUSTA’JIR 
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setuju dikenakkan potongan marhun bih + ijarah sampai dengan tanggal 
ganti rugi, sedangkan perhitungan ijarah dihitung sampai dengan tanggal 
penebusan ganti rugi. 

 
MURTAHI (KPM)                                           RAHIN (NASABAH) 
........................      ........................... 
 

SAKSI (KASIR) 
....................... 

Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang
53

 

4.1.1.3 Prosedur Pemberian Pinjaman 

Adapun pelaksanaan dan langkah-langkah yang harus di penuhi adalah 

sebagai berikut: 

1. Nasabah  

a. Membawa foto copy KTP/ identitas lainnya yang masih berlaku seperti 

SIM, kartu keluarga dan lain-lain. 

b. Mengambil dan mengisi formulir permintaan rahn.  

c. Menyerahkan barang jaminan (marhun) yang memenuhi syarat, seperti 

perhiasan emas, berlian dan benda berharga lainnya, barang-barang 

elektronik dan kendaraan bermotor. 

d. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli  

e. Kepemelikan barang merupakan milik pribadi. Apabila barang yang 

dijadikan jaminan tersebut bukan milik rahin atau telah dikuasakan 

kepada orang lain maka harus melampirkan surat kuasa bermaterai dan 

KTP asli pemilik barang seseuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

kantor Pegadaian Syariah. 

f. Menandatangani akad rahn dan akad ijarah dalam Surat Bukti Rahin 

(SBR) 

g. Menerimah sejumlah uang pinjaman dan Surat Bukti Rahin (SBR)  

h. Membayar biaya administrasi yang sudah ditetapkan berdasarkan 

marhun bih  

2. Penaksir  

a. Mengisi atau menandatangani surat bukti rahin rangkap dua sesuai 

kewenangannya. 

b. Menyerahkan surat bukti rahin yang asli dan dwilipat kepada kasir. 

c. Menaksir barang jaminan kantong dan gudang. 
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d. Menyusun surat bukti rahin dwilipat, menghitung jumlah barang 

jaminan, taksiran dan uang pinjaman kemudian yang mencantumkan 

di halaman belakang surat bukti rahin. 

e. Mencocokkan jumlah barang jaminan yang telah dimatris atau diikat 

dan menyerahkan kepada penyimpan atau pemegang gudang dengan 

menggunakanbuku serah terimah barang jaminan. 

3. Kasir  

a. Menerimah surat bukti rahin asli dwilipat dari penaksir 

b. Menerimah kelengkapan dan keabsahan surat bukti yang telah ditanda 

tangani penaksir 

c. Mencocokkan dwilipat formulir pemberian pinjaman yang diserahkan 

nasabah dengan surat bukti rahin. 

d. Meminta tanda tangan nasabah dan melakukan pembayaran uang 

pinjaman dengan membubuhkan cap terimah pada surat bukti rahin 

asli dan dwilipat sesuai dengan jumlah pinjamn yang tercantum pada 

surat bukti rahin. 

4. Petugas Tata Usaha 

a. Mencatat data nasabah pada buku nasabah yang di ambil dari formulir 

pemberian pinjaman dwilipat dan mengisi rekapitulasi nasabah. 

b. Melakakan pencatatan barang jaminan yang diterimah ke dalam buku 

gudang dengan dasar surat bukti rahin dwilipat. 

c. Menyimpan surat bukti rahin dan formulir pemberian pinjaman. 

5. Petugas Gudang 

a. Memeriksa, menghitung dan menerima barang jaminan yang 

diserahkan oleh penaksir. 

b. Mencocokkan barang jaminan yang diterimah dengan jumlah yang 

terterah pada buku serah terimah barang jaminan  dan apabila terdapat 

cocok membutuhkan tanda tangan pada kolom penerimaan 

c. Menyimpan barang jaminan yang diterimah sesuai dengan golongan 

rubrik dan bulan pinjaman di gudang atau kluis.
54
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Gambar 2: Skema Tata Cara Memperoleh pinjaman 

Menurut Ibu Annissa Resqia M selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah 

Pinrang mengatakan bahwa: 

“Prosedur untuk memperoleh pinjaman sangatlah mudah, nasabah mendatangi 
Pegadaian dengan membawa kartu identitas dan barang yang akan dijaminkan 
kemudian mengisi formulir rahn dan selanjutnya barang akan ditaksir oleh 
penaksir untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diterimah apabila 
nasabah setujuh maka pihak penaksir menyerahkan barang jaminan ke kasir 
untuk diproses selanjutnya dana akan dicairkan oleh kasir berikut biaya 
administarsi, dan waktu prosesnya pun hanya kurang lebih 15 menit.”

55
 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian 

jumlah pinjaman pada pegadaian syariah sangat mudah yaitu nasabah mendatangi 

pegadaian dan mengikuti segala prosedur yang ada dan untuk waktu prosesnya pun  

tidakla lama yaitu kurang lebih 15 menit. 

 

4.1.1.4 Prosedur Penaksiran Barang 

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya 

penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan  
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Annisa Resqia M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, wawancara oleh peneliti, 

(10 Oktober 2019). 

Nasabah (Rahn) 

 

Penaksir 

Penetapan Jumlah 

Pinjaman (Marhun Bih) 
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pegadaian setempat.Besar kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh perum 

pegadaian kepada nasabah, tergantung nilai taksir barang tersebut. Petugas penaksir 

adalah orang-orang yang sudah mampunyai keahlian dan pengalaman khusus dalam 

melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pada dasarnya pedoman 

penaksiran barang telah ditentukan oleh perum pegadaian agar penaksiran atas suatu 

barang dapat sesuai dengan nilai barang yang sebenamya.
56

 

Adapun tugas dari bagian penaksir yaitu: 

a. Menerima barang jaminan dari nasabah dan menetapkan nilai taksirannya dan 

besarnya uang pinjaman yang akan diberikan 

b. Mencatat nilai taksiran dan uang pinjaman pada bulan taksiran dan menerbitkan 

Surat Bukti Rahn (SBR). 

c. SBR tersebut dibuat rangkap, dimana lembar pertama (asli) diserahkan kepada 

nasabah kemudian kitir tengah dan luar lembar kedua ditempelkan pada barang 

jaminan, sedangkan untuk kitir dalam serta  badan lembar kedua dikirim kepada 

kasir. 

Pedoman penaksiran ditetukan atau dikelompokkan atas dasar jenis barangnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Emas  

1. Petugas penaksir melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam 

yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan 

penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. 

2. Petugas penaksir melakukan karatse dan berat 

3. Petugas penaksir menentukan nilai taksir 
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Muhammad Solikhul Hadi, Pegadaian Syari’ah  (Jakarta: Salemba Diniyah,  2003) h. 33. 
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b. Barang eletronik  

Untuk barang-barang elektronik penaksir harus lebih teliti dan harus 

mengetahui situasi harga pasar setempat, karena barang-barang itu harganya tidak 

stabil, dan dalam waktu singkat mungkin akan mengalami penurunan yang drastis 

dan tidak mungkin akan naik lagi,misalnya TV, HP, Laptop, Komputer dan lain-lain 

yang biasanya bila keluar produk baru yang lama tidak laku. Hal ini harus sangat 

diperhatikan sebab taksiran ini kaitannya dengan harga lelang, padahal lelangan 

jangka waktunya adalah 4 bulan dari hari dan tanggal penyerahan barang 

jaminan.Oleh karena itu tidak semua jenis barang elektronik laku sebagai barang 

jaminan di Pegadaian. 

1. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPL) dari barang. Harga 

pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan 

perkembangan harga yang terjadi. 

2. Petugas penaksir menentukan nilai taksir. Penaksiran hanya dibolehkan oleh 

pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas itu. 

c. Kendaraan bermotor  

Penaksiran kendaraan bermotor harus mempunyai standar harga 

dealer.Kendaraan bekas, baik yang sepeda Motor maupun Mobil, disamping itu harus 

memperhatikan keaslian dari Kendaraan tersebut serta produknya, sebab tidak setiap 

kendaraan bermotor bisa dan laku di Pegadaian. 

1. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPL) dari barang. Harga 

pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan 

perkembangan harga yang terjadi. 
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2. Petugas penaksir menentukan nilai taksir. Penaksiran hanya dibolehkan oleh 

pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas itu. 

Persentase taksiran barang-barang jaminan akan ditaksir oleh Penaksir, 

prosentase uang pinjaman /Marhun Bih sebesar 92 %. sebagai sebagaimana dapat 

dibuat tabel sebagai berikut : 

Tabel 3: Persentase taksiran barang 

No Jenis barang (marhun) Persentase terhadap taksiran 

1. Berlian 92% 

2. Logam mulia (emas) 92% 

3. Kendaraan bermotor 92% 

4. Elektronik 92% 

5. Lain-lain 92% 

Sumber dokumen Pegadaian Syariah pinrang 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Resqia M selaku  

Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang: 

“Pelaksanaa prosedur penaksiran di pegadaian, yaitu terlebih dahulu nasabah 
menyerahkan barang jaminannya (marhun). Dan setelah pihak pegadaian 
memeriksanya, maka kami (pegadaian) melakukan penaksiran terhadap 
barang jaminan itu, besar nilai .Kemudian barang-barang yang telah ditaksir 
satu persatu secara cermat oleh pihak penaksir selanjutya ditentukan dan 
diberikan pinjaman.Dan besar nilai taksiran itu 92% dari harga taksiran 
barang.Dan apabila terjadi kekeliruan dalam menaksir karena memang tidak 
bisa terdeteksi oleh pihak penaksir maka kerugian menjadi tanggung jawab 
pihak Penaksir”.

57
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Annisa Resqia M, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang, wawancara oleh peneliti, 

(10 Oktober 2019). 
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Berdasarkan hasil wawancaea dapat disimpulkan pihak Pegadain Syariah 

terlebih dahulu melakukan penaksiraan terhadap marhun (barang) nasabah yang akan 

dijadikan sebagai jaminan dan setelah dilakukaan penaksiran secara teliti selanjutnya 

ditentukan dan diberikan pinjaman kepada nasabah, dan apabila terjadi kekeliruan 

dalam menaksir yang di akibatkan oleh pihak penaksir maka kerugian akan di 

tanggung oleh penaksir. 

 

4.1.1.5 Jumlah Pinjaman 

Jumlah pinjaman merupakan dana yang diberikan pihak pegadaian kepada 

nasabah. Dimana jumlah yang dana yang diberikan tergantung dengan taksiran nilai 

barang yang digadaikan. 

Dalam prakteknya gadai syariah di Pegadaian Syariah menggunakan prinsip 

rahn dimana Pegadaaian bertindak sebagai murtahin (pihak penerima gadai) 

sedangkan nasabah sebagai rahin (pihak pemberi gadai).Produk gadai ini 

memberikan pelayanan kepada nasabah dengan memberikan pinjaman sesuai dengan 

ketetapan Pegadaian, setelah menaksir barang milik nasabah sebagai barang jaminan. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Resqia M selaku 

Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang mengatakan bahwa: 

“Setelah akad dilakukan Pegadaian (kasir) akan memberikan jumlah pinjaman 
yang jumlahnya dibawah nilai barang yang telah ditaksir sebelumnya oleh 
pihak penaksir yaitu 92% dari harga taksiran dan nasabah dikenakkan biaya 
administrasi dimana biaya administrasi dibayar cuman sekali saja”.
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Tabel 1 : Pemberian jumlah pinjaman di Pegadaian Syariah Pinrang 

No Nilai Taksiran Jumlah Pinjaman 

1.  Rp  650.000 Rp. 598.000 

2.  Rp. 2.500.000 Rp. 2.300.000 

3.  Rp. 5.000.000 Rp. 4.600.000 

Sumber:Dokumen Pegadaian Syariah
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Keterangan: jadi jumlah pinjaman yang diberikan Pegadaian Syariah Pinrang 

yaitu harga taksiran barang X 92% dari harga taksiran barang. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa jumlah pinjaman atau 

dana yang di berikan Pegadaian Syariah kepada nasabah yaitu sebesar 92% dari harga 

taksiran barang dan sebelum Pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah, 

nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak 

Pegadaian Syariah. 

4.1.1.6 Jangka Waktu 

Jangka waktu rahn (gadai) yang diberikan pihak pegadaian kepada nasabah 

cukuplah longgar, yaitu dalam jangka 4 bulan atau 120 hari kelender.Dalam batas 

minimal jangka waktu dihitung sama untuk seluruh golongan barang jaminan yaitu 

per-10 (sepuluh) hari, sedangkan dalam batas maksimal, jangka waktunya adalah 

empat (4) bulan (120 hari). Setelah itu dapat diperpanjang kembali, yaitu dengan cara 

melakukan gadai ulang. Namun apabila pada saat batas jatuh tempo ketentuan ini 

tidak ditindahkan oleh nasabah, maka barang tersebut akan dilelang oleh pihak 

pegadaian. 
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Nasabah diberikan jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang 

telah di tetapkan di Pegadaian Syariah. Sebelum jangka waktu pinjaman berakhir 

nasabah dapat melunasi pinjaman dengan mekakukan pembayaran  sekaligus 

termasuk  dengan biaya pemeliharaan serta pihak Pegadaian wajib menyerahkan 

kembali marhum (barang) dan segala dukumen yang diterima dari nasabah. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Resqia M selaku 

Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang mengatakan bahwa: 

“Di Pegadaian Syariah jangka waktu akad maksimum 4 bulan atau 120 hari 
dan dapat diperpanjang kembali dengan cara melakukan gadai ulang. Namun 
apabila pada saat jatuh tempo dan pihak rahin (nasabah) tidak melakukan 
pembayaran atas marhun bih (utang) maka marhun (barang) tersebut akan 
dilelang oleh pihak Pegadaian”.

60
 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pada pegadaian 

syariah penetepan jangka waktu yang deberikan pada waktu akad maksimum 120 

(seratus dua puluh) hari,dimana pinjaman dapat dilunasi atau diperpanjang ulang oleh 

rahin (pemilik barang/nasabah) sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak 

pegadaian. 

4.1.1.7 Besarnya tarif Pegadaian 

Biaya sewa tempat penyimpanan ian barang gadai syariah di dasarkan pada 

besarnya tarif simpanan. Hal itu diuraikan sebagai berikut: 

1. Penentuan biaya (Ijarah)  

Mengenai Mengenai besarnya biaya ijarah, ketentuan lamanya masa gadai 

yang berlaku di pegadaian. 
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Menurut Ibu Annissa Resqia M selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah 

Pinrang mengatakan bahwa: 

“Tarif ijarah meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan barang 
jaminan (marhun) dengaan table sebagi berikut: 

Tabel 5: Perhiungan tarif ijarah 

No Jenis Marhun Perhitungan tariff 

1 Emas Taksir/10.000 x 0.71 x 

jangka waktu 10 hari 

2 Elektronik/ alat rumah tangga lainnya Taksir/10.000 x 0.71 x 

jangka waktu 10 hari 

3 Kendaraan (Mobil / Motor) Taksir/ Rp 10.000 x 0.71 

x jangka waktu 10 hari 

Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang.
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Keterangan 

o Tarif ijarah dihitung dari nilai taksiran barang jaminan (marhun) 

o Jagka waktu ditetapkan120 hari, tarif jasa simpan dengan kelipatan 10 hari, 1 

hari dihitung 10 hari. 

Pegadaian Syariah Pinrang menetukan biaya pemeliharaan berdasarkan dari 

kantor pusat pegadaian. Besar persennya sudah di tentukan jai Pegadaian Syariah 

Pinrang hanya mengikut. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:
62

 

 

 

keterangan : 
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0,71% x Nilai taksiran 

Barang 

0,65% x Nilai taksiran 

Barang 
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 Untuk golongan A, B dan C biaya pemaliharaannya (mu’nah) itu 0.71% x 

nilai tasiran barang 

 Untuk golongan D biaya pemeliharaanya (mu’nah)  itu 0,65% x nilai 

taksiran barang. 

Sebagaiamana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Resqia M sebagai 

Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang: 

“kalau mengenai biaya tarif  mu’ nah nya itu sendiri sudah ditentukan dari 
kantor pusat yaitu untuk golongan A,B dan C biaya tarif mu’nah nya yaitu 
0,71% x nilai taksiran barang, sedangkan untuk golongan D biaya tarif 
mu’nah naya itu 0,65% x nilai taksiran barang  kita hanya tinggal 
mengikuti”.

63
 

simulasi pergitungan ijarah: 

nasabah (rahin) memiliki satu logam mulia (kalung) seberat 25 gram denganr kadar 

99.99% (asumsi harga per gram emas 99,99% = Rp. 300.000) maka: 

Taksiran  = 25gr x Rp. 300.000 

   = Rp. 7.500.000 

Uang pinjaman  =  92% x Rp. 7.500.000 

   = Rp. 6.900.000 

Ijarah/10 hari  = Rp. 7.500.000 x 0,71 % 

   = Rp.53. 250 

 Jadi biaya ijarah yang harus dibanyarkan oleh rahin  yaitu Rp.53.250.  

Jadi besarnya biaya pemeliharaan tergantung terhadap taksiran marhun 

(barang) jadi setiap nasabah biaya pemeliharaannya itu berbedah-bedah, jika kondisi 

barang baik maka taksirannya akan tinggi yang membuat biaya pemeliharaan akan 
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tinggi pula dan sebaliknya jika nilai taksiran rendah maka biaya pemeliharaan atas 

marhun (barang) tersebut juga rendah. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Reqia M selaku Pengelola 

Unit Pegadaian Syariah Pinrang: 

“Untuk biaya pemeliharaan tergantung pada taksiran marhun (barang), jadi 
setiap nasabah biaya pemeliharaannya itu berbeda-beda karena besarnya biaya 
pemaliharan dilihat dari kondisi marhun (barang) jika kondisi marhun 
(barang) baik maka taksirannya akan tinggi dan secara otomatis biaya 
pemeliharaan akan tinggi pula begitupun sebaliknya jika nilai taksiran rendah 
maka biaya pemeliharaan atas marhun (barang) tersebut juga rendah.”

64
 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk biaya 

pemeliharaan tergantung dari taksiran marhun (barang), jika kondisi marhun (barang) 

baik maka taksirannya akan tinggi dan secara otomatis biaya pemeliharaan akan 

tinggi pula begitupun sebaliknya jika nilai taksiran rendah maka biaya pemeliharaan 

atas marhun (barang) tersebut juga rendah. 

2. Tarif biaya administrasi   

Untuk biaya Administrasi Gadai Syariah cukup murah dan tidak melihat 

besarnya Marhun bih (hutang)sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Resqia M  selaku 

Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang: 

Tabel 6: Tarif biaya administrasi 

Jenis Marhun Plafon Marhun Bih  Biaya administrasi per 

SBR 

Gol. A 50.000 – 500.000 Rp. 2.500  
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Gol. B1 510.000 – 1.000.000 Rp. 10.000 

        B2 1.010.000 – 2.500.000 Rp. 20.000 

        B3  2.550.000 – 5.000.000 Rp. 35.000 

Gol. C1 5.050.000 – 10.000.000 Rp.50.000 

        C2  10.050.000 – 15.000.000 Rp.75.000 

        C3  15.050.000 – 20.000.000 Rp. 100.000 

Gol. D 20.050.000  - 25.000.000 Rp.125.000 

Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah Pinrang.
65

 

Simulasi penentua biaya adaminstrasi Pegadaian Syariah Pinrang  

nasabah (rahin) memiliki satu logam mulia (kalung) seberat 25 gram denganr 

kadar 99.99% (asumsi harga per gram emas 99,99% = Rp. 300.000) maka: 

Taksirang   = 25gr x Rp. 300.000 

   = Rp. 7.500.000 

Uang pinjaman  =  92% x Rp. 7.500.000 

   = Rp. 6.900.000 

Ijarah/10 hari  = Rp. 7.500.000 x 0,71 % 

   = Rp.53. 250 

Biaya administrasi  = Rp.50.000 (masuk pada gol B untuk biaya administrasi) 

Contoh 1: 

Reski  menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata 

harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman 
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maksimal Rp. 313.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. maka biaya ijrah yang 

dikenakkan yaitu : 

Biaya ijarah= Rp. 340.142 x 0,71 x 10= Rp. 24.150 

Rp. 10.000  10 

Biaya ijarah yang diterima Reski sebesar = Rp. 24.150 (dibulatkan menjadi 

Rp.24.200). Dan bila Reski meminjam dalam jangka waktu 4 bulan maka besarnya 

tarif ijarah yang dibebankan pada Reski sebesar = 24.150 x 12 = Rp.28.980 

(dibulatkan menjadi Rp. 29.000). Sedangkan biaya administrasi Reski sebesar Rp. 

2.500 (masuk pada gol Adalam kategori biaya Administrasi.
66

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perhitungan untuk 

biaya administrasi di Pegadaian syariah Pinrang itu digolongkan berdasarkan jumlah 

pinjaman.   

4.1.1.8 Pelunasan Pinjaman 

Pelunasan uang pinjaman (marhun bih) dan pengembalian barang jaminan di 

kantor pegadaian syariah adalah sebagai berikut: 

a. setiap saat uang pinjaman (marhun bih) dapat dilunasi tanpa harus menunggu 

habisnya jangka waktu akad (jatuh tempo) 

b. nasabah menyerah bukti surat bukti rahin asli dan menunjukkan identitas diri asli 

yang tercantum dalam surat bukti rahin. 

c. Jika yang melunasi bukan nama yang tercantum dalam surat bukti rahin, maka 

harus mengisi kolom pengalihan hak yang dilampiri foto copy dengan 

menunjukkan asli identitas diri pembri dan penerima kuasa. 
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d. Menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus 

dibayar. 

e. Proses pengambilan pinjaman (marhun bih) samapi penerimaan kembali barang 

jaminan (marhun), tidak dikenakkan biaya apapun kecuali membayar jasa simpan 

sesuai tarif yang berlaku. 

f. Nasabah menerimah slip pelunasan sebagai bukti untuk pelunasan sesuai dengan 

jumlah yang harus dibayar. 

g. Untuk nasabah ketika ia ingin melunasi pinjaman akan tetapi SBR-nya hilang, 

maka pegawai pegadaian syariah akan membuatkan surat pengantar ke kantor 

polisi. Kemudian dari kantor polisi juga akan membuat surat keterangan hilang 

dan nasabah akan mengantar kembali ke kantor. 

4.1.1.10 Pelelangan barang 

Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang baik agar tidak mengurangi hak 

nasabah, dimana sebelum waktu jatuh tempo nasabah yang menunggak dalam 

pembayaran akan dihubungi terlebih dahulu oleh pihak Pegadaian baik itu melalui 

telpon ataupun sms untuk mengingatkan nasabah bahwa pelunasan hutang nasabah 

akan jatuh tempo karena setelah nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh 

tempo maka barang jaminannya akan dilelang oleh pihak Pegadaian sesuai apa yang 

telah dijelaskan pada saat nasabah melakukan akad atau perjanjian dan hasil 

pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh 

kewajiban nasabah yang terdiri dari:pokok pinjaman (hutang),mu’nah (biaya 

pemeliharaan).Sedangkan pelelangannya adalah sebagai berikut: 

1. Waktunya diumumkan tiga hari sebelum pelaksanaan lelangpelelangan barang 

dilakukan  . 
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2. Dibacakan tata tertib malalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang. 

3. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi. 

Dimana hasil penjualan marhun (barang) digunakan untuk membayar seluruh 

sisa pokok pinjaman (hutang) dan mu’nah dari nasabah kepada pihak Pegadaian dan 

biaya-biaya yang timbul akibat proses penjualan marhun. Apabila hasil pelelangan 

tersebut masih terdapat sisa uang kelebihan,maka menjadi kewajiban pihak Pegadaian 

untuk mengembalikkan uang kelebihan tersebut kepada nasabah. Jika dalam waku 1 

(satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan marhun, nasabah tidak mengambil 

kelebihan tersebut maka nasabah menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut 

sebagai dana kebajikan umat. 

Jika hasil penjualan marhun tidak cukup untuk membayar seluruh hutang 

nasabah, maka pihak Pegadaian dapat menagih kekurangan hutang dan menutup 

kekurangan hutng tersebut. Nasabah wajib membayar dengan cara memberikan uang 

tunai atau menyerahkan barang berharga lainnya yang senilai untuk dilakukan 

penjualan guna membayar kekurangan hutang nasabah tersebut.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annissa Resqia M selaku 

Pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang mengatakan bahwa: 

“Kami (Pegadaian) akan melakukan pelelangan terhadap  marhun (barang) 
nasabah jika tidak membayar hutangnya setelah jatuh tempo dimana pihak 
Pegadaian telah memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah 
baik melalui telpon maupun sms dan prosesnya sama dengan kesepakatan 
yang telah dikontrakkan”.

67
 

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa di Pegadaian Syariah Pinrang jika 

nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo dari kesepakatan di 

awal dan pihak Pegadaian sudah memberikan peringatan namun nasabah tetap tidak 
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membayar maka barang jaminan dari nasabah harus dilelang sesuai dengan 

perjanjian.Dan jika hasil penjualan marhun melebihi utang dari nasabah maka 

kelebihannya wajib dikembalikkan oleh pihak Pegadaian dan jika kurang maka 

nasabah wajib menutupi semua kekurangannya baik dengan uang tunai atau 

menyerahkan barang berharga lainnya yang senilai untuk dilakukan penjualan guna 

membayar kekurangan tersebut. 

Hasil penelitian yang dilakukan peniliti dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan 

akad ijarah di Pegadaian Syariah Pinrang dimana prosedur pelaksanaan akadnya 

sebagai berikut, Rahin (nasabah) mendatangi murtahin (Pegadaian Syariah) sambil 

menyerahkan Marhun ( barang jaminan) kemudian barang di taksir oleh pihak 

pegadaian Syariah sebesar 92 % dari harga taksiran barang. Akibatnya nasabah 

dikenakkan biaya administrasi kemudian nasabah menandatangani perjanjian akad 

rahn  dalam Surat Bukti Rahn, setelah itu untuk menitipkan barang jaminannya maka 

nasabah harus melaksanakan akad ijarah (sewa tempat) akibatnhya akan timbul biaya 

sewa tempat atau biaya ijarah, kemudian penentuan biaya ijarah produk gadai syariah 

di Pegadaian Syariah Pinrang untuk biaya ijarah yang diterapkan sudah sesuai dengan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn bahwa 

biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan 

jumlah pinjaman tetapi dilihat dari besarnya nilai barang. Untuk jangka waktu yang 

diberikan kepada nasabah untuk pelunasan barang jaminaannya adalah 4 bulan, dan 

apabila nasabah tidak melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo maka marhun ( 

barang jaminan) dari nasabah akan dilelang.Oleh karena itu untuk pelaksanaan akad 

ijarah di Pegadaian Syariah Pinrang sudah sesuai dengansistem gadai syariah yang 

semestinya. 
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4.2.2 Efektivitas Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Sistem Gadai di Pegadaian 

Syariah Pinrang 

4.2.2.1  Pencapaian tujuan 

Untuk dapat mengukur keberhasilan suatu program dapat dlihat dari seberapa 

jauh program itu mencapai tujuannya. Dimana dalam penelitian ini yang dimaksud 

pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang 

sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, 

diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya 

maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa 

faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. 

1. Waktu pelaksanaan  

Waktu pelaksanaa akad ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian Syariah 

Pinrang dilaksanakan dalam waktu 4 bulan sebagaimana yang telah ditentukan 

dalam Surat Perjanjian Rahn (SBR). Dalam pelaksanaannya, akad ijarah 

dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari pelaksanaan akad 

rahn, pelaksanaan akad ijarah, prosedur pemberian pinjaman, penaksiran barang, 

jumlah pinjaman, jangka waktu,Penetuan tarif, pelunasan pinjaman sampai tahap 

pelelangan barang. Kemudaian dana yang telah dicairkan oleh pihak Pegadaian 

tersebut wajib dikembalikkan oleh nasabah dalam waktu 4 bulan dihitung per 10 

hari. Pelaksanaan akad ijarah dalam system gadai di Pegadaian Syariah Pinrang 

dilaksanakan melalui beberapa proses dengan waktu yaitu: 

1. Akad Rahn, dimana pada tahapan ini dilakukan penjelasan kepada nasabah 

mengenai apa saja isi dari akad rahn itu sendiri, dan setelah nasabah menyetujui 
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akad maka dilanjutkan dengan penaksiran barang. Untuk waktu pelaksanaan akad 

rahn sudah ditetapkan dalam surat gadai yaitu selama 4 bulan. 

2. Akad ijarah, dimana pada tahap ini para pihak sepakat dengan tarif ijarah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan jumlah keseluruhan ijarah tersebut wajib 

dibayar sekaligus oleh nasabah (mustajir) diakhir jangka waktu akad rahn atau 

bersamaan dengan dilunasinya pinjamanan. Apabila dalam penyimpanan barang 

jaminan (marhu) terjadi hal-hal diluar kemampuan mustajir sehingga 

menyebabkan marhun hilag/rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang 

ada di Pegadaian Syariah. Jangka waktu nya itu selama 4 bulan dihitung per 

sepuluh hari kelender. 

3. Prosedur pemberian pinjaman yaitu dimana pada prosedur ini nasabah mendatangi 

kantor Pegadaian dengan membawa KTP/ identitas diri lainnya, dan membawa 

barang yang akan dijadikan sebagai jaminan lalu mengisi formulir rahn dan setelah 

itu pihak penaksir akan menaksir barang jaminan milik nasabah untuk menentukan 

jumlah pinjaman yang akan diperoleh setelah nasabah menyetujui maka kasir akan 

mencairkan pinjaman yang akan diterima nasabah. Jangka waktunya itu 15 menit. 

4. Prosedur penaksiran barang dimana pelaksanaannya yaitu pihak penaksir dari 

pegadaian syariah menaksir terlebih dahulu marhun (barang nasabah) yang akan 

dijadikan sebagai barang jaminan dan setelah dilakukan penaksiran selanjutnya 

akan ditentukan dan diberikan jumlah pinjaman kepada nasabah. Waktu yang 

digunakan untuk penaksiran barang yaitu kurang lebih 5 menit. 

5. Jumlah pinjaman yaitu dimana jumnlah pinjaman yang akan diberikan pihak 

pegadaian syariah kepada nasabah yaitu 92% dari harga taksiran barang. Waktu 

yang digunakan itu 5 menit. 
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6. Jangka waktu dimana pada tahap ini jangka waktu pelasanaan akad ijarah dalam 

system gadai yaitu 4 bulan atau 120 hari kelender. Dalam batas minimal jangka 

waktu dihitung yaitu per 10 hari sedangkan batas waktu maksimalnya dihitung 120 

hari.  

7. Besarnya tarif pada tahap ini dimana biaya sewa tempat penyimpanan barang 

gadai didasarkan pada besarnya tarif simpanan. Dan untuk menetukan tarif ijarah 

dimana harga taksiran/10.000 x 0,71 x jangka waktu 10 hari dan untuk penentuan 

biaya tarif administrasi digolongkan berdasarkan jumlah pinjaman. Dilakukan 

dalam waktu 4 bulan. 

8.  Pelunasan pinjaman dimana pelaksanaan untuk tahap ini nasabah dapat melunasi 

pinjamannya tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad dengan 

menyerahkan bukti surat rahn asli dan menunjukan identitas diri asli yang 

tercantum dalam surat bukti gadai jika yang melunasi bukan nama yang tercantum 

dalam surat bukti rahn maka harus mengisi kolom pengalihan hak yang dilampiri 

foto copy  dengan identitas asli pemberi kuasa dan penerima kuasa  dan 

menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus 

dibayar. Waktu pelaksanaan untuk tahap ini 20 menit. 

 

9. Pelelangan barang dimana pada tahap ini barang nasabah akan dilelang ketika 

nasabah tidak melalukan pelunasan pada saat jatuh tempo. Dan untuk pelaksanaan 

lelang dimana pihak pegadaian syariah terlebih dahulutelah memberikan 

pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah baik lewat sms ataupun telpon dan 

apabila tidak ada konfirmasi dari nasabah sejak 3 hari dari pemberitahuan tersebut 
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maka barang nasabah akan dilelang sesuai dengan kesepakatan di awal kontark 

perjanjian rahn. Waktu digunakan untuk pelelangan yaitu 1 minggu. 

Adapun gambaran waktu pelaksanaan akad ijarah dalam system gadai di 

Pegadaian Syariah Pinrang: 

Tabel 9: rincian waktu pelaksanaan akad ijarah dalam gadai syariah 

No Pelaksanaan Waktu 

1. Akad Rahn 4 bulan 

2. Akad Ijarah 4 bulan 

3. Prosedur pemberian pinjaman 15 menit 

4. Prosedur penaksiran barang 5 menit 

5. Jumlah pinjaman 5 menit 

6. Jangka waktu 4 bulan 

7. Besarnya tarif 4 bulan 

8. Pelunasan pinjman 20 menit 

9. Pelelangan barang 1 minggu 

            Sumber: dokumen Pegadaian Syariah Pinrang 

Sebagaimana yang tealh dije;askan oleh Ibu Annisa Resqia M selaku 

pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang: 

“Dalam waktu proses pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di 
pegadaian syariah Pinrang waktu yang diberikan untuk menyelesaikan akad 
tersebut yaitu 4 bulan,dimana jika ada keterlambatan dalam pembayaran 
maka akan diberikan sanksi dimana pihak kami (pegadaian syariah) akan 
melelang barang nasabah yang terlebih dahulu telah memberikan 
pemberitahuan kepada nasabah tapi nasabah mengabaikan pemberitahuan 
tersebut.” 

68
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Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibu Hera Sahara selaku kasir Pegadaian 

Syariah Pinrang  

“Dalam proses pelunsan pinjaman banyak nasabah yang tidak membawa 
atau menghilangkan surat bukti rahin-nya sehingga nasabah diimta terlebih 
dahulu mengurus surat keterangan hilang ke kanntor polisi dan setelah itu 
nasabah diminta membawa kembali ke kantor Pegadaian Syariah agar 
dapat melakukan pelunasan.”

69
 

 

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan 

akad ijarah dalam system gadai di pegadaian syariah pinrang sudah efektif walaupun 

masih terdapat beberapa masalah yang terjadi seperti dalam hal pelunsanan pinjaman 

banyak nya nasabah yang tidak membawa atau menghilangkan surat bukti rahinnya 

sehingga pada saat proses pelunasan pinjaman yang seharusnya menggunakan waktu 

20 menit jadi lebih lama kerna harus mngurus terlebih dahulu surat kehilangan ke 

kantor polisi dan banyaknya juga nasabah yang melewati batas jangka waktu 

pembayaran sehingga banyaknya barang jaminan milik nasabah yang lelang. 

2. Sasaran  

 Efektivitas pelaksanaan akad ijarah dalam system gadai di Pegadaian 

Syariah Pinrang dapat dilihat juga dari sejauh mana pelaksanaan ini mencapai 

tujuannya. Apabila suatu  program dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan 

sebelumnya maka program tersebut dapat dikatakan efektif, namun sebaliknya 

apabila suatu program tidak mencapai sasaran yang ditetapkan sebelumnya maka 

program tersebut tidak efektif. 
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 Sasaran dari pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai ini adalah untuk 

membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 

dalam mengembangkan usaha  

Adapun pencapain sasaran/tujuan dari pelaksanaan akad ijarah dalam sistem 

gadai di Pegadaian Syariah Pinrang 

Tabel 10; pencapaian sasaran dari pelaksanaa  akad ijarah dalam sistem gadai di 

Pegadaian Syariah Pinrang 

No Sasaran yang 

ingin dicapai  

Realita Ket 

1. Membantu 

masyarakat 

memenuhi 

kebutuhan dasar  

Dalam kegiatan 

ini dana yang 

dipinjamkan 

memang sangat 

membantu dalam 

hal pemenuhan 

kubutuhan dasar 

masyarakat 

Hal tersebut 

sudah dapat 

dikatakan 

efektif. 

2. Meningkatkan 

usaha  

Masyarakat yang 

menggunakan 

akad ini, 

 memang 

menagalami 

peningkatan 

dalam iusahanya 

Hal tersebut 

sudah dapat 

dikatakn  

 

efektif 
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serta 

pengasilannya 

pun juga 

meningkat. 

Sumber: hasil wawancara 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Resqia M selaku 

pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang: 

“sasaran pelaksanaan akad ini adalah masyarakat yang memang 
membutuhkan dana untuk keperluan dasar masyarakat dan untuk 
menimgkatkam usahanya.”

70
 

Hal yang sama juga dikemukankan oleh salah satu nasabah Ibu Parida 

Beliau mengatakan bahwa: 

“saya merasa senang dengan adanya pegadaian syariah ini karena yang 
tadinya saya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi dengan adanya 
pinjaman modal dari pegadaian syariah sekarang saya bisa mendapat uang 
tambahan dan pengasilan dari usaha saya.”

71
 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Anna salah satu nasabah 

Pegadaian Syariah Pinrang bahwa: 

 

“adanya Pegadaian Syariah Pinrang sangatlah membantu karena saya 
mendapatkan modal pinjaman sehingga saya dapat mengembangkan usaha 
saya dengan baik, sehingga mengalami peningkatan pendapatan.”

72
 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sasaran/tujuan dalam 

pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian Syariah Pinrang dapat 
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dikatakan efektif kerna dilihat dari beberapa masyarakat yang merasa puas 

dengan adanya pemberian pinjaman yang diberikan pegadaian syariah dan itu 

dilihat dari bebarapa usaha yang mereka kelola megalami peningkatan. 

4.2.2.2 Integrasi 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Integrasi adalah 

pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan 

sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dalam 

penelitian ini integrasi mempunyai pengertian pengukuran terhadap tingkat 

kemampuan perusahaaan untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dalam 

mewujudkan efektivitas pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di Pegadaian 

Syariah Pinrang. Untuk mengukur keberhasilan dalam proses sosialisasi dapat 

diukur atau dilihat bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh suatu 

organisasi dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah Pinrang kepada masyarakat dan 

seberapa jauh masyarakat yang meminjam dana dan mengetahui informasi-

informasi yang didapat dari sosialisasi tersebut apakah mereka memahami atau 

mengerti atau bahkan sebaliknya. Untuk membahas lebih jauh bagaimana proses 

sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah tentang akad ijarah 

dalam sistem gadai di Pegadaian Syariah Pinrang yaitu sebagai berikut: 

Proses sosialisasi dalam penelitian ini adalah proses pengenalan produk 

Pegadaian Syariah dalam usaha untuk membantu masyarakat mendapatkan 

pinjam tampa harus melewati proses yang lama. Dimana untuk melakukan proses 

sosialisasi menganai pelaksanaan ini yaitu penyampaian informasi tentang akad 

ijarah dalam sistem gadai yang dilakukan antara pihak pegadaian syariah degan 

target group dalam hal ini adalah masyarakat. 
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Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Resqia M selaku 

pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang: 

“proses penyampaian informasi mengenai akad ijarah dalam sistem gadai 
di Pegadaian Syariah Pinrang telah dijelaskan melalui beberapa peraturan 
pemerintah sedangkan tata cara pelaksanaannya tertuang dalam buku 
pedoman operasional gadai syariah.”

73
 

“proses penyampaian informasi kepada masyarakat sudah dilakukan 
melalui beberapa proses sosialisasi, misalnya pertama melalui 
penyebaran brosur-brosur,pemasangan baliho, atau media lainnaya yang 
dapat dilihat lebih banyak orang dengan harapan dapat meningkatkan 
jumlah nasabah dengan memberikan manfaat atau keuntungan yang dapat 
diperoleh dari produk yang dikeluarkan pegadaian syariah. Kedua 
malalui penjualan pribadi dengan yaitu dilakukan oleh karyawan 
pegadaian syariah dalam melayani serta ikut mensosialisasikan kepada 
ibu-ibu dengan mendatangi ibu-ibu tersebut. Hal ini dikarenakan 
mengingat kebanyakan nasabah dari Pegadaian Syariah adalah ibu-ibu 
yang menjadi manejer keuangan keluarga, saat membutuhkan dana cepat 
untuk keperluan produktif maupun konsumtif maka para ibu dapat 
menggadaikan barang yang bernilai ekonomis.”

74
 

Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu Ibu Anna bahwa: 

“Pegadaian syariah saya ketahui melalui baliho yang terpajang dipinggir 
jalan kemudia saya menghubungi salah satu kerabat yang bekerja di 
kantor pegadaian syariah dan dia menjelaskan lebih rinci tentang 
keuntungan menggadai di Pegadaian Syariah Pinrang.”

75
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi 

atau proses penyampaian informasi dari produk yang ada di Pegadaian Syariah ke 

masyarakat yaitu melalui sosialisasi dengan berbagai media seperti,brosur, 

spanduk, baliho bahkan sosialisai langsung kepada masyarakat,melalui penjualan 

pribadi dengan yaitu dilakukan oleh karyawan pegadaian syariah dalam melayani 

serta ikut mensosialisasikan kepada ibu-ibu dengan mendatangi ibu-ibu tersebut. 
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Maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi dan pelasanaan akad 

yang ada di pegadaian syariah Pinrang kepada masyarakat sudah berjalan seseuai 

dengan optimal. 

4.2.2.3 Adaptasi  

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk 

menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di 

lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian 

tenaga kerja. Dalam penelitian ini adaptasi adalah proses penyesuai diri yang 

dilakukan Pegadaian Syariah Pinrang dengan melakukan pengadaan dan pengisi 

tenaga kerja (sumber daya manusia). 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Annisa Resqia M selaku 

pengelola Unit Pegadaian Syariah Pinrang: 

 “ para karyawan pegadaian syariah Pinrang secara umum telah memiliki 
kemampuan yang mamadai karena dalam proses pengisian tenaga kerja 
para karyawan teah melalui beberapa tahapan seleksi, terlebih lagi telah 
dilakukan beberapa kali pelatihan sehingga secara langsung dapa 
menambah keterampilan dan keahlian masing-masing dalam 
melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya.”

76
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa secara 

umum keterampilan dan keahlian para karyawan di pegadaian syariah Pinrang 

sudah efektif dimana kaulitas kerja sangat memberikan dampak yang positif 

dalam suatu organisasi. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas pelaksanaan akad ijarah dalam system gadai di Pegadaian Syariah 
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Pinrang sedah efektif, karena dilihat dari ukuran efektivitas untuk pencapaian 

tujuan yang menggunakan tolak ukur waktu dan sasaran masi terdapat beberapa 

masalah yang terjadi dalam pelaksanaan akad ijarah dalam system gadai di 

Pegadaian Syraiah Pinrang dilihat dari hasil pembahasan bahwa dalam hal 

pelunasan pinjaman banyaknya nasabah yang tidak membawa atau 

menghilangkan surat bukti rahinnya sehingga pada saat proses pelunasan 

pinjaman yang seharusnya menggunakan waktu 20 menit jadi lebih lama karena 

harus mengurus terlebih dahulu surat kehilangan ke kantor polisi dan banyaknya 

juga nasabah melewati batas jangka waktu pembayaran sehingga banyaknya 

barang jaminan milik nasabah yang dilelang. Dapat disimpulkan bahwa dari 

semua pelaksanaan akad ijarah dalam system gadai di pegadaian syariah Pinrang 

masiada beberapa yang belum mencapai tujuan yang semestinya. 

 Untuk ukuran efektivitas integerasi yang dilakukan Pegadaian Syariah 

Pinrang sudah efektif karena dilihat dari hasil sosialisasi atau proses penyampaian 

informasi dari produk yang ada di Pegadaian Syariah ke masyarakat yaitu melalui 

sosialisasi dengan berbagai media seperti brosur, spanduk, baliho bahkan 

sosialisasi langsung kepada masyarakat, melalui penjualan pribadi dengan yaitu 

dilakukan oleh karyawan pegadaian syariah dalam melayani serta ikut 

mensosialisasikan kepada ibu-ibu dengan mendatangi ibu-ibu tersebut. Maka 

dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi dan pelaksanaan akad yang ada 

di Pegadaian Syariah Pinrang kepada masyarakat sudah berjalan dengan optimal. 

Dan untuk ukuran efektivitas adaptasi dilihat dari tolak ukur yang digunkan yaitu 

pengisian ketenaga kerjaan dan dapat diketahui dari hasil pembahasan 

sebelumnya bahwa keterampilan dan keahlian para karyawan di Pegadaian 



69 

 

 
 

syariah pinrang sudah efektif dimana kualitas kerja sangat memberikan dampak 

yang positif dalam suatu organisasi dan tingkat kemampuan seseorang sangat 

berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Pelaksanaan akad ijarah di Pegadaian Syariah Pinrang dimana prosedur 

pelaksanaan akadnya sebagai berikut, Rahin (nasabah) mendatangi murtahin 

(Pegadaian Syariah) sambil menyerahkan Marhun ( barang jaminan) kemudian 

barang di taksir oleh pihak pegadaian Syariah sebesar 92 % dari harga taksiran 

barang. Akibatnya nasabah dikenakkan biaya administrasi kemudian nasabah 

menandatangani perjanjian akad rahn  dalam Surat Bukti Rahn, setelah itu 

untuk menitipkan barang jaminannya maka nasabah harus melaksanakan akad 

ijarah (sewa tempat) akibatnhya akan timbul biaya sewa tempat atau biaya 

ijarah, kemudian penentuan biaya ijarah produk gadai syariah di Pegadaian 

Syariah Pinrang untuk biaya ijarah yang diterapkan sudah sesuai dengan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn bahwa biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan 

jumlah pinjaman tetapi dilihat dari besarnya nilai barang jaminan. Untuk jangka 

waktu yang diberikan kepada nasabah untuk pelunasan barang jaminannya 

adalah 4 bulan, dan apabila nasabah tidak melakukan pembayaran pada saat 

jatuh tempo maka marhun ( barang jaminan) dari nasabah akan dilelang.  

5.1.2 Efektivitas pelaksanaan akad ijarah dalam sistem gadai di pegadain syariah 

Pinrang sudah  efektif dilihat dari ukuran efektivitas yang digunakan yaitu 

pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, maka dapat disimpulkan bahwa 

penyampaian informasi dan pelaksanaan akad yang ada di pegadaian syariah 

Pinrang kepada masyarakat sudah berjalan dengan optimal, dan dilihat dari 
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banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah pencapaian tujuan yang 

menggunakan tolak ukur waktu dan sasar di Peagadaian syariah tidak hanya 

masyarakat muslim saja tetapi banyak juga non muslim. 

5.2 Saran   

5.2.1 Sekiranya setiap pegawai harus lebih paham terhadap produk-produk yang 

ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Pinrang khusunya akad dari produk 

tersebut. 

5.2.2 Agar dapat selalu eksis dikalangan masyarakat pihak pegadaian syariah Pinrang 

harus mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dengan berbasis syariah. 
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